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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

c} Melukai perasaan orang it mdah, menyembuhkan kembali it 
I 

su/it. 

£] Jangan takut gagal sebeluum mencoba. 

Hargailah orang lain bila ingin dirim dihargai. 

Berkaryalah kamu untuuk duniamu seakan kam akan hidup 

selamanya dan berkaryalah kamu untuuk akhiratm seakan 

akan mati besok. 

( Al Hadist ). 

·? Success doesn't come to you but you come to it. 

Karya kecil ini kupersembahkan bat : 

4 Ayah dan ibu, kakak serta adik tersayang 

4 "My life", thanks to love and you support 

Teman-teman angkatan '99 

4 The big family Team Basket Ball UNISSULA & lpul Sport. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I  

A. LATAR BELAKANG 
I  

Sejak I  jaman dahulu di Indonesia dikenal dengan negara 

kepulauan.wilayah perairan yang paling luas, hampir dua per tiga (2/3) 

terdiri dari laut, + 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 

kilo meter. 

Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai luas laut 

8 1 % (  delapan puluh satu persen ) a tau sekitar 5 ( lima ) j uta kilometer 

persegi dan luas daratan 19% (  sembilas belas persen ) atau 1 , 9  (  satu 

koma sembi1an ) juta kilometer persegi. 

Peraiaran Indonesia adalah wilayah laut Indonesia { Pasal 1 ( 1 )  

Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang - undang tentang Perairan Indonesia). 

Wilayah laut terdiri dari laut wilayah Indonesia ( =  perairan territorial 

atau laut territorial ) sebesar 1 2  mil{Pemerintah RI 13  Desember 1958, " 

Deklarasi Djuanda " ) .  (  I  mi l  laut = 1852 meter ), yang dihitung dari garis 

yang menghubungkan titik -titik ujung terluar ( garis sudut sepanjang 

pantai ) dari pada pulau - pulau negara Indonesia. Setiap negara berhak 

menetapkan lebar laut territorial sampai 12 mil dari garis pangkaI 

pantai ( Coastal baseline ){Pasal 3 KLH 1982, Chaerul Anwar, Horizon Bar 
I 

Hukum Laut Internasional, 1982, hal 20 dan hal 146). dan perairan pedalaman 

Indonesia adalah semua perai ran yang terletak pada sisi dalam dari 

garis dasar Zona Ekonomi Eksklusif ( Z E E )  Indonesia {UU no. 5 tahun 



I 

J 983 pasal 2, tentang Zona Ekonomi Eksklusif} yaitu jal ur di I uar. dan 

perbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan 

undang - undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang 

mempunyai dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan 
I 

batas terluar 200 ( dua ratus ) mil laut diukur dari garis pangkal Iaut 
I 

yang dihasilkan oleh konvensi Perserikatan Bangsa tentang hukum taut 

ketiga. 

Kedaulatan Indonesia terhadap laut dapat diketahui 

berdasarkan penjelasan ordonansi laut territorial dan lingkungan 

maritim sebagai berikut : Negara Indonesia berdaulat atas wilayah ini, 

baik mengenai jalur laut itu sendiri yang terdiri dari air, dasar 1aut 

( seabad ) dan tanah dibawahnya ( Sudsoil ), maupun udara yang ada 

diatasnya. Begitu besar penguasaan atas Iaut yang dimiliki Indonesia 

hendaknya dapat diusahakan dapat memberikan manfaat yang besar 

bagi kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Hal tersebut di atas sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945, 
I  

yakni bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar - besamya 

kemakmuran rakyat. 

Bangsa I Indonesia sudah bertekad untuk meningkatkan 

kesejahteraan ba�gsa dan segenap sumber daya alam yang tersedia baik 
hayati maupun non hayati. Untuk mencapai tujuan tersebut sumber 

daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta 

ruang air di atasnya harus dilindungi dan dikelola secara tepat, terarah 

dan bijaksana. 
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Untuk itu berbicara masalah laut tidak akan lepas dengan 

berbicara tentang hukum internasional. Berbagai kepentingan 

menyangkut penggunaan laut adalah " ·  
I  

I .  Kepentingan Pelayaran ( navigasi ). 

2. Keperluan perikanan dan perlindungan hayati laut. 

3. kepentingan kesehatan. 

4. Kepentingan komunikasi ( pemasangan kabel - kabel bawah laut ) 

Masih terdapat lagi kepentingan lain yaitu pengaturan 

kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di lepas pantai,baik dilandasan 

kontinen maupun dalam batas-batas wilayah minyak dan gas bumi. 

Ekplorasi dan ekploitasi minyak dan gas bumi dilepas pantai harus 

turut mempertimbangkan adanya kepentingan dan penggunaan laut 

yang berlainan. 

Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan laut adalah: 

1 .  Pelayaran dan penerbangan. 

2. Peletakan kabel dan pipa bawah tanah. 

3. Riset ilmiah kelautan. 

4. Eksploitasi sumber kekayaan hayati laut. 

5. Eksploitasi landas kontinen. 

6. Eksploitasi dasar samudra dalam. 
I  

Berbagai kegiatan tentunya memerlukan pengaturan untuk 
i  

memlihara sumber daya hayati laut agar tidak musnah, termasuk dasar 

laut dan tanah dibawahnya daerah laut teritorial dan perairan 

pedalaman. Karena daerah tersebut merupakan daerah kedaulatan 

.Mochtar Kusuma Atmaja, , LLM, Bina Cipta, Hal 1 4.  
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penuh negara pantai yang disertai kewajiban untuk hak lintas damai 

bagi kapal-kapal asing. Daerah laut teritorial dan pedalaman terdapat 

barang tambang ( mineral resource ), berbagai jenis ikan yang hidup 
I  

didasar laut, termasuk juga rumput dan tumbuh-tumbuhan laut, sporges, 

soral, tripang, kerang-kerangan serta organisme hidup yang 

digolongkan ke dalam jenis-jenis sedenter, yaitu organisme yang pada 

tingkat dapat dipanen berada didasar laut atau tanah dibawahnya atau 

hanya dapat bergerak apabila ada kontak fisik yang tetap dengan dasar 

laut atau tanah dibawahnya ( misal : lobster). Berbagai hasil dapat 

diambil dilaut baik itu perairan maupun landas kontinennya, utamanya 

berupa tambang yang meliputi minyak maupun gas bumi. Dewasa ini 
I  

berbagai negara diingatkan bahwa pada abad ke 2 1  (  dua puluh satu ) 

ini, penguasaan kedaulatan merupakan satu dari lima sumber penemuan 

dari peradaban dunia, selain teknologi informasi, bioteknologi, energi 
I 

dan kedirgantaraan. 

Namun kesadaran bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim 

masih jauh dari yang diharapkan. kasus - kasus pencurian harta karun 

lautan dan kekayaan laut lainnya masih banyak atau penangkapan 

(pencurian) ikan -- ikan diperairan teritorial Indonesia oleh kapal asing 

masih "dibiarkan" mungkin aparatur negara yang kurang cennat 

ataupun kapal aparatur negara yang kalah teknologinya dibandingkan 

kapal - kapal : asing. Potensi Iaut Indonesia dieksploitasi dan 

dieksplorasi oleh negara - negara Jain yang mempunyai teknologi 

dibidang kelautan yang lebih maju dan canggih dan negara kita tidak 

mampu mengawasi laut teritorialnya. Misalnya dalam kasus 
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